5.1.

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai persepsi PNS atas pemungutan PPh

Pasal 21 sesuai teori The Four Maxim Taxation, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:
1.

Berdasarkan kuesioner, responden menyatakan bahwa pada umumnya
pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS sudah memenuhi asas equity atau
keadilan. Hal ini dapat ditinjau berdasarkan data yang diperoleh dari
persepsi PNS yang menyatakan bahwa sebagian besar responden merasa
telah diperlakukan secara adil atas tarif pajak yang dikenakan kepada
masing-masing Wajib Pajak sesuai golongan mereka. Asas keadilan
sejalan dengan konsep kemampuan untuk membayar pajak (ability to
pay) dan manfaat yang diperoleh (benefit approach).

Saat pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS telah tepat karena pajak
langsung dipungut ketika PNS menerima penghasilan. Pemungutan pajak
dilakukan pada saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak untuk
membayarnya. Pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga
(with holding system) secara umum memudahkan Wajib Pajak karena
dilakukan saat Wajib Pajak menerima penghasilan. Hal ini sejalan
dengan konsep pay as you earn.

Berdasarkan kuesioner, responden menyatakan bahwa pada umumnya
pemerintah sudah menerapkan aturan yang jelas mengenai pemungutan
PPh Pasal 21 pada PNS yang tercantum pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 80 Tahun 2010. Pemungutan PPh Pasal 21 yang
bersifat final dengan with holding system membuat Wajib Pajak merasa
pasti telah melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak tidak
diperlakukan sewenang-wenang dalam penerapan tarif PPh Pasal 21 yang
bersifat final. Jelasnya subjek-objek pajak, besarnya pajak, dan waktu

pembayaran pajak merupakan suatu perwujudan dari kepastian hukum.
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Berdasarkan wawancara, responden menyatakan bahwa biaya
pemungutan pajak tidak lebih besar dari uang penerimaan pajak.
Penerapan with holding system dalam administrasi pemungutan PPh
Pasal 21 pada PNS menjadi cara yang efektif dan efisien dalam
menghitung dan membayar pajak terutang. Sistem ini memudahkan
pemerintah dalam pengawasan terhadap para Wajib Pajak karena
pemerintah hanya melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga sebagai
pemotong dan pemungut pajak. Hal ini membuat peran bendahara
penting dalam pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan pada bab IV, secara

umum dapat dinyatakan bahwa pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS

yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
dari berbagai golongan telah sesuai dengan asas-asas pada teori The Four

Maxim Taxation yang dicetuskan oleh Adam Smith. Hal ini dapat

dinyatakan sebagai berikut:

a. Sesuai asas equity, sebagian besar responden mengatakan bahwa
pengenaan pajak penghasilan sudah sebanding dengan kemampuan
membayar dan manfaat yang diperoleh.

b. Sesuai asas convenience of payment, seluruh responden mengatakan
bahwa pemungutan pajak dengan with holding system sudah sangat
tepat karena pajak penghasilan langsung dipotong ketika Wajib
Pajak PNS memperoleh penghasilan. Sehingga dapat dinyatakan
bahwa cara ini memudahkan mereka melaksanakan kewajiban
perpajakan.

c. Sesuai asas certainty, seluruh responden merasa bahwa pemerintah
sudah menerapkan aturan yang jelas terhadap pemotongan PPh Pasal
21 pada PNS.

d. Sesuai asas economics of collection, responden mengatakan bahwa
biaya pemungutan PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS relatif kecil
dibandingkan dengan uang penerimaan pajak.
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5.2.

Saran

Selaras dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang

diharapkan bermanfaat untuk unit penelitian maupun penelitian selanjutnya. Berikut

merupakan saran-saran dari peneliti:

1.

Petugas pajak pada bidang penyuluhan atas nama pemerintah sebaiknya
secara terus-menerus melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak
khususnya PNS terkait pemungutan PPh Pasal 21 agar tidak
menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaan
pajak.

Penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya berkenaan
dengan topik ini. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan subjek
penelitian yang berbeda seperti Wajib Pajak pada BUMN. Selain itu
teknik dan metode penelitian yang digunakan dapat menggunakan
analisis kuantitatif. ~ Peneliti selanjutnya dapat juga mengkaji dan
mengembangkan penelitian dengan menggunakan teori pemungutan
pajak yang lain seperti teori asuransi. Demikian pula mengenai penetapan
jumlah responden sebagai sample penelitian sebaiknya lebih banyak agar
secara statistik dapat lebih representatif.
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